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ABSTRAKNama : MUFLIHNim : 10600106047Judul Skripsi : “EFEKTIVITAS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKUKEJAHATAN NARKOTIKA (Studi Kasus di Kabupaten Majene)”.Penelitian ini difokuskan pada pengungkapan secara deskriptif-analisismengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efevtivitas penegakan sanksi pidanaterhadap pelaku kejahatan narkotika di Kabupaten Majene serta upaya-upaya yangdapat dilakukan untuk meningkatkan efevtivitas penegakan sanksi pidana terhadappelaku kejahatan narkotika tersebut.Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris/sosiologis. Sumber data adalahinforman yang terdiri dari Ditserse Kabupaten Majene 5 orang, Hakim PengadilanNegeri Majene 5 orang yang dipilih secara purposive sampling, serta responden daripelaku kejahatan narkotika sebanyak 50 orang yang diambil secara random sampling.Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, angket, wawancara serta dokumentasi.Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan sanksi pidanaterhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Majenebelum berjalan secara efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitaspenegakan sanksi pidana tersebut antara lain: a) kurangnya barang bukti sertajarangnya orang yang mau menjadi saksi dalam persidangan, sehingga yang(sekaligus) bertindak sebagai saksi adalah pihak kepolisian yang menanganikasus tersebut; b) komitmen aparat penegak hukum; c) tingkat kesadaranhukum masyarakat; d) tidak tersedianya sarana/fasilitas yang memadai untukmenangani masalah narkotika; serta e) adanya tekanan gejolak ekonomi yangberkepanjangan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menigkatkanefektivitas penegakan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaannarkotika di Kabupaten Majene antara lain: a) melakukan pembinaan secaraberkala dalam lingkungan keluarga; b) mengoptimalkan peran dan fungsikepolisian sebagai aparat penegak hukum; serta c) memberikan pembinaankesadaran di bidang hukum.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar BelakangHukum acara pidana pada dasarnya berhubungan erat dengan adanyahukum pidana, oleh karena itu antara hukum acara pidana dan hukum pidanaitu sendiri merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat tentangbagaimana cara lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan danHakim harus bertindak dalam menegakkan hukum pidana.Dalam KUHP dibedakan adanya dua bentuk tindak pidana yaitu kejahatan(misdrif), dan pelanggaran (overtrading). Pembedaan tersebut disebabkanantara delik hukum dan delik undang-undang yang dimaksudkan sebagai sikaptindakan atau perilaku yang bertentangan dengan azas-azas hukum yangtermuat di dalam norma hukum masyarakat. Sedangkan delik undang-undangdimaksud adalah sikap atau perilaku yang bertentangan dengan apa yangdirumuskan dalam kaidah-kaidah hukum dalam pasal-pasal peraturanperundang-undangan. Jadi ancaman hukuman terhadap delik hukum padaumumnya lebih berat dari pada ancaman hukuman terhadap undang-undang.Pada sisi lain, fungsi hukum acara pidana dalam hubungannya denganhukum pidana adalah fungsi mengabdi, artinya penilaian terhadap fungsitersebut dapat diberikan sehubungan dengan pelaksanaannya. Apabila diketahui
1
2efek dari berbagai sanksi pidana pada umumnya, maka seorang hakim dapatmempertimbangkan dengan lebih matang tentang jenis pidana yang palingsesuai untuk kasus tertentu. Dalam hal ini pemidanaan yang sesuai masih lebihbanyak mengenai sipembuat, karena bagaimanapun pengaruh sanksi pidanaterhadap pelanggaran seseorang selain sebagai pencegahan, juga sangatdiharapkan agar ia tidak mengulangi kembali perbuatannya yang dianggapmelanggar hukum, khususnya hukum pidana. Perlu diingat bahwa intensitasdari pengaruh sanksi hukum pidana tidak sama untuk semua jenis tindakpidana.Tujuan pemidanaan yang mempengaruhi tingkah laku seseorang,sekaligus dimaksudkan pula untuk melindungi masyarakat di samping tujuanlain sebagai pembalasan. Dalam menjatuhkan pidana, seorang hakim harusmenyadari makna dari putusannya, yakni apa yang hendak dicapai denganpidana yang dijatuhkannya itu. Pada sisi yang lain, pribadi seorang hakimmempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap putusannya sendiri. Haltersebut harus didasari oleh pertimbangan rasional dalam menentukan pidana,termasuk hal-hal yang bersifat emosional seperti rasa kasih sayang terhadapsesama manusia yang dapat mempengaruhi keputusannya. Penegakan sanksihukum kadang-kadang dianggap tidak efektif atau tidak seimbang denganpelanggaran yang dilakukan oleh terpidana.
3Pidana adalah salah satu sanksi yang bertujuan untuk menegakkanberlakunya suatu norma, karena pelanggaran terhadap norma yang berlakudalam masyarakat akan menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakandalam pemberian sanksi.Salah satu tujuan pemidanaan adalah sebagai nestafa yang dikenakanoleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuanundang-undang, walaupun tidak semua orang menyetujui bahwa hakikat pidanaitu adalah pemberian nestafa. Secara dogmatis pidana dipandang sebagaipengimbalan atau pembalasan terhadap kesalahan sipembuat. Sedangkantindakan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan yangdilakukan oleh sipembuat.Adanya suatu aturan atau norma yang dapat mengatur hubungan antarasatu masyarakat dengan yang lainnya sangat dibutuhkan dalam kehidupanbermasyarakat, yaitu hukum yang kelak dapat mengatur masyarakat secarapatut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yangdibolehkan dan sebaliknya. Di samping itu hukum dapat mengaktualifikasisesuatu perbuatan sesuai dengan hukum yang berlaku.Perbuatan yang sesuai atau sejalan dengan aturan hukum yang berlakutidaklah merupakan suatu masalah dan selanjutnya tidak perlu lagidipersoalkan. Namun ironisnya kadang-kadang perbuatan yang jelas-jelas tidaksesuai dengan aturan hukum tidak dipersoalkan karena persoalan kepentingan.
4Yang menjadi persoalan sekarang adalah perbuatan yang melawan hukum yangsungguh-sungguh terjadi maupun perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi,maka perbuatan itulah yang merupakan perhatian penegakan hukum.Dalam aturan-aturan hukum pidana, khususnya Undang-Undang Nomor22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997tentang Psikotropika telah diberikan petunjuk-petunjuk yang tegas mengenaiancaman hukum pidana yang harus dijatuhkan kepada setiap pelanggarannarkotika, yang harus dilakukan oleh aparatur penegak hukum dan pihak-pihakatau orang lain yang terlibat di dalamnya. Apabila di dalamnya ada persangkaanterjadi perbuatan yang melawan hukum atau yang disebut dengan kejahatannarkotika, maka yang sangat diharapkan adalah suatu aktivitas nyata dalampenyelesaian persoalan-persoalan pelanggaran hukum tersebut.Kejahatan narkotika merupakan salah satu kejahatan yang kadang-kadang sulit untuk diantisipasi karena: 1) umumnya kejahatan ini dilakukansecara sembunyi-sembunyi; 2) persaksian mengenai kejahatan ini sangat sulitkarena tidak ada masyarakat yang ingin menjadi saksi dalam kasus ini. Olehsebab itu, yang (sekaligus) bertindak sebagai saksi adalah pihak keamanan(polisi) yang menangani masalah tersebut; serta 3) tidak tersedianya saranaatau fasilitas yang memadai untuk mendeteksi kejahatan narkotika tersebut.Beberapa kendala di atas mempengaruhi sehingga penegakan sanksihukum pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika tidak efektif. Selain itu,
5pelaku kejahatan narkotika yang sudah ketagihan sulit untuk melepaskan diridari kebiasaan buruk dan merusak kesehatan itu. Penggunaan narkotika secaraberulang kali akan mengakibatkan seseorang dalam keadaan ketergantungan,walaupun ketergantungan tersebut dapat diukur dengan kenyataan sampaiseberapa jauh ia dapat melepaskan diri dari penggunaan narkotika.Untuk menanggulangi kejahatan ini, pihak pemerintah dan pihak-pihakterkait lainnya harus berusaha semaksimal mungkin melakukan tindakan nyata,baik tindakan yang bersifat preventif maupun persuasif, yang salah satunyaadalah dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentangnarkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika yangdapat memberikan suatu akibat hukum dan sanksi bagi pelaku kejahatannarkotika, karena tindakan pencegahan kejahatan narkotika tidak ada artinyajika tidak diikuti oleh sanksi hukum sebagai konsekuensi hukum dari kejahatannarkotika tersebut.Penegakan sanksi hukum pidana terhadap pelaku kejahatan narkotikayang efektif sangat diharapkan oleh masyarakat, khususnya oleh masyarakatyang tergolong ekonomi lemah, karena kejahatan narkotika selalu merugikankorban, baik korban kesehatan maupun korban ekonomi yang tentu saja akanmerugikan masyarakat secara keseluruhan. Kejahatan narkotika tidak hanyamelanda generasi pada usia tertentu, akan tetapi akan menyerang semuatingkatan usia, terutama pada usia produktif.
6Menyadari akibat yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika yakniadanya sifat ketergantungan, baik psikis maupun fisik, maka pemerintah haruspunya komitmen dan kemauan yang tinggi serta lebih intensif dalam melakukanupaya penanggulangan karena hal itu akan merusak generasi masa depanbangsa. Oleh karena itu sangat diharapkan suatu upaya penegakan sanksihukum pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika.Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penulis termotivasiuntuk melakukan penelitian dengan judul “efektivitas penegakan sanksi hukumpidana terhadap pelaku kejahatan narkotika, dengan melihat efektivitaspenegakan sanksi hukum pidana terhadap pelaku kajahatan narkotika sertaupaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakansanksi hukum pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika tersebut.Adapun alasan penulis sehingga termotivasi mengangkat judul ini, karenadilatarbelakangi oleh hal-hal sebagai berikut:1. Perkembangan tindak kejahatan narkotika di Kabupaten Majenesemakin menunjukkan peningkatan baik kualitas maupunkuantitasnya.2. Dampak kejahatan narkotika sangat merugikan, khususnya bagikesehatan, karena akan merusak mental generasi muda yang padagilirannya akan merugikan bangsa dan negara itu sendiri.
73. Biaya yang digunakan oleh pelaku kejahatan narkotika tidak sedikitdan sasarannya tidak membedakan jenis kelamin, umur maupunstatus sosial (kaya atau miskin). Oleh karena itu pemberantasanterhadap kejahatan narkotika tidak hanya oleh pihak pemerintah dankepolisian, akan tetapi menjadi tanggung jawab semua lapisanmasyarakat.Kabupaten Majene yang telah mengalami perkembangan yang cukuppesat di segala bidang, khususnya dalam bidang komunikasi dan transportasiyang ditandai dengan lancarnya hubungan, baik hubungan darat, maupunhubungan laut, sehingga masyarakat Majene sangat mudah menerima informasibaik melalui wisatawan mancanegara maupun wisatawan dalam negeri.Meskipun disadari bahwa kemajuan-kemajuan tersebut tentunya membawamanfaat yang cukup besar dalam rangka pengembangan Majene ke depan,namun juga perlu diwaspadai karena jika kemajuan tersebut tidak disikapisecara proporsional, akan membawa dampak yang cukup besar.Pengaruh negatif dimaksud antara lain adalah penyebaran narkotikasecara illegal, baik melalui wisatawan mancanegara maupun dibawa dariprovinsi lain masuk dalam kawasan wilayah Majene sehingga Majene sudahtermasuk daerah transaksi penjualan narkotika. Untuk mengantisipasi haltersebut, di samping adanya tindakan pencegahan dari pihak pemerintahsebagai tindakan preventif, maka yang tidak kalah pentingnya adalah pemberian
8sanksi hukum pidana yang seberat-beratnya kepada pelaku kejahatan narkotikatersebut.Meskipun penelitian tentang kejahatan narkotika telah banyak dilakukanoleh para peneliti, namun masing-masing penelitian memiliki kekhususan sesuaipembidangannya masing-masing. Penelitian tentang kejahatan narkotika sangatsulit dilakukan secara tuntas sebagaimana yang diharapkan karena sasarannarkotika telah mencakup berbagai dimensi kehidupan yang kadang-kadangsulit untuk dideteksi. Pada aspek ini juga tidak menutup kemungkinan sudahpernah diteliti oleh peneliti lain yang tidak sempat dibaca oleh peneliti, namunperlu diketahui bahwa hasil-hasil penelitian yang walaupun permasalahannyasama, akan tetapi kemungkinan besar hasilnya berbeda disebabkan karenalokasi dan wilayah termasuk kondisi yang berbeda, maka sudah pasti hasilnyaakan berbeda pula.
B. Rumusan MasalahBerdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, makadirumuskan permasalahan sebagai berikut :1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas penegakan sanksihukum pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika di KabupatenMajene?
92. Bagaimanakah upaya untuk meningkatkan efektivitas penegakan sanksihukum pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika di KabupatenMajene?
C. Tujuan PenelitianAdapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yangmempengaruhi efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap pelakukejahatan narkotika di Kabupaten Majene.2. Untuk menemukan serta mendeskripsikan upaya-upaya yang dapatdilakukan dalam meningkatkan efektivitas penegakan sanksi pidanaterhadap pelaku kejahatan narkotika di Kabupaten Majene.
D. Manfaat Hasil PenelitianHasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:1. Bagi Almamater UIN Alauddin Makassar.Untuk menambah/ memperkaya koleksi karya-karya ilmiah yangdapat dijadikan sebagai literatur atau acuan bagi mahasiswa yangakan mengadakan penelitian serupa.2. Pemerintah dan Instansi Terkait.Diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran dalam upayapenegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika,khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas
10




A. Fungsi Hukum dalam MasyarakatKehadiran hukum dalam masyarakat, di antaranya adalah untukmengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasaberbenturan satu sama lain. Oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupasehingga benturan-benturan dimaksud bisa ditekan sekecil-kecilnya.Menurut Satjipto Raharjo bahwa:“Pengorganisasian kepentingan-kepentingan ini dilakukan denganmembatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Dalamlalu lintas, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentuhanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lainpihak”1.Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa hukum ituhadir guna mengatur hubungan-hubungan hukum dan hubungan hukum terjadidengan adanya ikatan-ikatan antara individu dengan individu lainnya dan antaraindividu dengan masyarakat.Adapun fungsi-fungsi hukum dalam masyarakat menurut Satjipto Raharjoadalah sebagai berikut:1. Merumuskan hubungan-hubungan di antara para masyarakat.2. Menjinakkan kekuatan-kekuatan yang beroperasi di dalam masyarakatdengan cara mengarahkannya menuju pada pemeliharaan ketertibandengan mengalokasikan otoritas.




3. Penyelesaian sengketa-sengketa yang timbul di antara mereka.4. Menentukan kembali hubungan-hubungan di antara individu-individudan kelompok-kelompok di mana kondisi kehidupan berubah2.Fungsi hukum tersebut menunjukkan betapa masyarakat itu merupakanmedan dimana hukum itu diwujudkan. Dengan demikian terdapat pertalian yangerat antara sistem hukum dalam masyarakat di mana hukum itu berlaku, yangdimaksudkan sebagai lembaga pemasyarakatan yang menghimpun kaidah daripada segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalamkehidupan masyarakat. Peraturan perundang-undangan berkenaan denganpenyalahgunaan narkotika dan pada prinsipnya adalah suatu kebutuhan pokokbagi pelaku kejahatan narkotika sehingga peraturan perundang-undangan yangdimaksud dapat berfungsi sebagai pedoman bagi pelaku kejahatan narkotika.Selanjutnya suatu sistem hukum menurut W. Friedmann dapat dibagi ke dalamtiga komponen yaitu: pertama adalah unsur struktur hukum, kedua adalahunsur substansi hukum dan yang ketiga adalah unsur kultur hukum3.Komponen struktur hukum merupakan bagian dari sistem hukum yangbergerak dalam suatu mekanisme, termasuk di dalamnya adalah lembaga-lembaga pembuat Undang-Undang, Pengadilan, Jaksa, Polisi dan berbagai badanyang diberi wewenang untuk menerapkan hukum oleh negara. Adapun
2 Satjipto Raharjo, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada,
1991), h. 51.
3 Lawrence Friedman, Law and Society, An Introduction (Englewood Cliff, Prentice
Hall, 1999), h. 23.
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komponen substansi hukum adalah hasil nyata yang diterbitkan oleh sistemhukum. Substansi hukum merupakan peraturan-peraturan yang dipakai olehpara penegak hukum dalam melakukan perbuatan-perbuatan dan hubunganhukum. Pelaku kejahatan narkotika semata-mata mempunyai kecenderunganuntuk mengabaikan ketaatan terhadap hukum. Hal ini tentunya berkaitandengan kepatuhan hukum dari warga masyarakat.Mengenai hal itu H.C. Kelman melihat adanya 3 jenis kualitas kepatuhanhukum dalam masyarakat sebagai berikut:a. Seseorang patuh terhadap hukum untuk menghindarkan diri dariganjaran berupa sanksi hukum oleh karena itu kepatuhannya bukankarena yakin pada tujuan kaidah hukum, tetapi sekedar untukmenghindari sanksi. Kepatuhan jenis ini bersifat complence.b. Seseorang mematuhi hukum agar hubungan baiknya dengan wargamasyarakat tertentu tetap terjaga. Juga ada kemungkinan agarhubungan baiknya dengan mereka yang diberi wewenang menerapkanhukum tetap terjalin dengan baik. Keputusan jenis ini bersifat
identification.c. Seseorang mematuhi hukum karena secara intrinsik sesuai dengannilai-nilai yang dianutnya. Kepatuhan hukum jenis ini yang disebutbersifat internalization.4Istilah hukum pidana dalam ilmu hukum juga disebut dengan criminal
law atau di Indonesia lebih popular dengan istilah hukum criminal. Disebutdemikian karena persoalan-persoalan yang dibicarakan adalah mengenaikejahatan termasuk hal-hal yang ada hubungannya dengan kejahatan setiapanggota masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4 H. C. Kelman, Kriminologi (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, . 1986), h. 41.
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Hukum pidana menetapkan pemidanaan untuk orang yang melakukantindak pidana dan bagaimana seseorang dapat dipidanakan. Dengan demikian,hukum pidana dapat menentukan siapa, bilamana dan bagaimana seseorangsehingga dapat dihukum. Hal tersebut dapat diartikan bahwa hukum pidanamempunyai kedudukan yang amat penting dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara. Hukum pidana pada dasarnya mempunyai ruanglingkup yang disebut dengan peristiwa pidana, yaitu sikap tindakan atauperilaku manusia yang masuk lingkup perilaku perumusan kaidah hukumpidana.
B. Tujuan Hukum PidanaLebih memperjelas arah dan tujuan hukum pidana, maka dikemukakantujuan hukum pidana yaitu untuk mengatur kehidupan dalam bermasyarakat,berbangsa dan bernegara sedemikian rupa, sehingga hak dan kewajiban setiapanggota masyarakat dapat terjamin. Pengaturan ini dilakukan dengan caramenjatuhkan sanksi hukum pidana kepada anggota masyarakat yang perbuatan-perbuatannya dinilai merugikan kepentingan-kepentingan orang lain.Hukum pidana tidak lain adalah aturan-aturan hukum yang bertujuanuntuk melindungi segala hak dan kepentingan para anggota masyarakat danNegara, karena hukum pidana tiada lain adalah hukum sanksi. Dengan demikiannampaklah suatu ketegasan akan pentingnya penegakan sanksi hukum pidanaterhadap pelaku kejahatan narkotika yang tentu saja akan berdampak positif
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terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, Karena penegakan sanksi hukumpidana tersebut akan memberikan beberapa keuntungan antara lain: 1) akanmemberikan jaminan keamanan dalam masyarakat; 2) akan memberikanjaminan kesehatan; dan 3) akan memberikan jaminan pemberdayaan ekonomidalam kehidupan masyarakat.Di samping hal tersebut di atas, juga adanya suatu jaminan bagi pihakkepolisian dalam melaksanakan fungsinya, termasuk dalam penegakan sanksihukum pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika. Oleh karena itu undang-undang yang ada hubungannya dengan sanksi kejahatan harus diumumkan ataudisosialisasikan terlebih dahulu agar setiap warga masyarakat dapat mengetahuibatas-batas yang harus dikerjakan dan yang dilarang, karena tidak semuaperbuatan atau perilaku dapat dianggap melanggar hukum.Dengan adanya sosialisasi hukum tersebut akan memberikan suatubatasan yang jelas sehingga masyarakat sendiri akan menentukan pilihannya,atau dengan kata lain tidak mau mengerjakan suatu kejahatan dengan dasarresiko sanksi hukum sebagai konsekuensi hukum pidana, atau maumeninggalkan hal-hal yang dianggap melanggar hukum yang akan memberikansuatu rasa aman terhadap dirinya. Suatu teori tentang perilaku menyimpangseperti yang telah dikemukakan oleh Achmad Ali bahwa:
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“Sang individu yang tidak mempunyai kekayaan, lebih memungkinkanuntuk menyimpang. Seseorang yang terampas haknya, menyebabkanfrustasi yang mana pada gilirannya akan memberikan motivasi untukmelibatkan diri dalam perilaku menyimpang”5.Dalam hukum pidana dikenal adanya tiga teori dasar pemidanaan yangmeliputi:1. Teori frekuensi, bahwa yang melanggar peraturan atau perintah, harusdibalas dengan suatu sanksi pidana sesuai dengan perbuatannya yangdianggap telah melanggar.2. Teori persentase, yang membenarkan tentang adanya sanksi olehpemerintah yang beranggapan bahwa sanksi itu diberikan bukanlahkarena sebab membalas perbuatan orang yang bersalah, melainkankarena sanksi itu mempunyai tujuan yaitu agar orang yang telah berbuatsalah tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang dianggap salah.Untuk teori yang kedua, menurut Andi Hamzah melahirkan teoribaru yaitu:a. Untuk menakuti, menurut teori ini hukuman seyogyanya diberikansedemikian rupa dengan cara-cara yang mantap sehingga orangmenjadi takut atau setidaknya jera untuk melakukan kejahatan ataupelanggaran.b. Untuk memperbaiki, sanksi hukum yang diberikan mengandungunsur-unsur yang dapat menghasilkan budi manusia, agar dengansanksi itu ia tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatannya yangtidak berguna bagi kepentingan masyarakat.c. Untuk melindungi, tujuan sanksi-sanksi yang diberikan kepada merekayang melanggar, agar masyarakat tidak dirugikan oleh perbuatan-
5 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Jakarta: Chandra Pratama, 1996),,h 87.
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perbuatan jahat maka dengan diasingkannya untuk sementara makamasyarakat akan merasa terlindungi6.3. Teori yang ketiga adalah teori yang merupakan penggabungan yangdimaksudkan sebagai penggabungan dari teori pembalasan dengan teoritujuan. Menurut teori ini bahwa orang yang dikenakan sanksi hukumpidana tidak saja karena berbuat salah, akan tetapi yang sangatdiharapkan adalah supaya tidak berbuat salah lagi.Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakanpencegahan sebaiknya menjadi prioritas utama dibandingkan dengan tindakanpenegakan sanksi hukum, sebab kalau hanya menunggu kapan orang melakukanpelanggaran lalu diberikan sanksi, maka seakan-akan tidak ada upaya preventif.
C. Efektivitas Penegakan Sanksi Pidana pada Tindak Kejahatan NarkotikaKeinginan untuk memahami dengan baik tentang efektivitas penegakanhukum pidana adalah dengan memberlakukan, meberikan hukum yang sesuaidengan aturan yang berlaku dan tidak memberikan kesempatan untuk aturdamai dalam memberikan hukuman, khususnya pada tindak pidana kejahatannarkotika, secara umum diharapkan untuk memahami apa yang dimaksuddengan hukum itu sendiri. Norma hukum menurut G. Karta Saputra adalah“pokok aturan dari segala bentuk perundang-undangan yang mengatur sangkutpaut perhubungan anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya
6 Andi Hamzah, Beberapa Catatan Sekitar Pembuat dan Kesalahan dalam Hukum
Pidana (Jakarta: Aksara Baru, . 1986), h. 36 .
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dalam kehidupan bermasyarakat”7. Dengan demikian norma hukum mencakupsegala gerak gerik anggota masyarakat tersebut dalam kehidupan sosial baikmengenai dirinya sendiri, keluarganya, kelompoknya ataupun harta bendanya.Sebagai suatu analisis perbandingan, maka akan dikemukakan pengertianhukum menurut Soerjono Soekanto yaitu:“Hukum adalah perangkat-perangkat peraturan tertulis yang dibuat olehpemerintah melalui badan-badan yang berwenang membentuk berbagaiperaturan tertuilis seperti berturut-turut: Undang-Undang Dasar,Undang-Undang Keputusan Presiden, dan Peraturan Pemerintah”8.Dalam kedudukan hukum sebagai sarana kontrol sosial (law as a tool of
social control), hukum itu bersifat statis yaitu mengatur hubungan-hubunganyang ada. Sedangkan sebagai pembaharu dalam masyarakat (law as a tool of
social engineering) tidak ditujukan kepada pemecahan masalah yang ada,melainkan berkeinginan untuk menimbulkan perubahan-perubahan dalamtingkah laku anggota masyarakat.Menurut Achmad Ali (1992:288) bahwa:“Pemahaman konvensional tentang hukum dalam kehidupan sehari-harimemberikan tempat sentral aturan-aturan hukum, seperti yangdiperpegangi oleh kebanyakan lawyer (praktisi hukum) dan juga orangawam. Kasus-kasus hukum muncul karena perbuatan seseorang telahjelas berbenturan dengan satu aturan hukum atau lebih, dan kasus-kasusdiselesaikan ketika aturan-aturan yang benar telah ditetapkan”9.
7 Lihat: Soerjono Soekanto, Sendi-Sendi Ilmu Hukum (Bandung: PT. Cipta Aditya
Bhakti, 1993), h. 8.
8 Soerjono Soekanto, Sendi-Sendi Ilmu Hukum (Bandung: PT. Cipta Aditya Bhakti,
1993), h. 25.
9 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Jakarta: Chandra Pratama, 1996), h. 288.
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Hal tersebut di atas memberikan suatu gambaran bahwa cara kerjahukum dalam lingkungan masyarakat adalah untuk menjadikan hukum itumengontrol dan dikontrol dalam berbagai proses dalam masyarakat. Olehkarena itu terdapat hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balikantara hukum dalam masyarakat, yang dalam hubungan ini hukum sebagaisuatu gejala sosial empirik.Pembagian hukum pidana berdasarkan pada golongan yang di dalamnyaterbagi atas 3 yaitu: 1) Hukum pidana sipil; 2) Hukum pidana militer; dan 3)Hukum pidana fiskal. Pembagian hukum pidana tersebut, yang ada relevansinyadengan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah hukum pidana sipil danhukum pidana militer.Hukum pidana sipil adalah hukum pidana yang berlaku bagi anggotamasyarakat biasa atau orang-orang sipil. Oleh karena itu keberadaan hukumsipil ini akan memberikan sesuatu kepada para anggota POLRI karenamempunyai pedoman dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yaitumengawasi tingkah laku dan perbuatan-perbuatan orang biasa/umum dalammasyarakat. Sedangkan hukum pidana militer adalah hukum pidana yangmengenai anggota TNI yaitu segala Undang-Undang yang bersangkutan denganhal-hal yang spesifik militer, sehingga para anggota polisi dan militer dapatmengawasi perilaku tindakan para anggota TNI yang menyimpang danbertentangan dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.
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A. Variabel dan Desain PenelitianVariabel yang akan dikaji dalam penelitian ini meliputi: 1) efektivitaspenegakan sanksi hukum pidana sebagai variabel bebas (X), dan 2) pelakukejahatan narkotika sebagai variabel terikat (Y). gambaran desain penelitian iniadalah sebagai berikut:
X Y
B. Definisi Operasional VariabelMenghindari terjadinya kesalahpahaman atau penafsiran yang keliru daripembaca dalam memahami makna yang dimaksudkan dalam skripsi ini, makavariabel penelitian perlu diberikan definisi secara operasional, yaitu:1. Efektivitas penegakan sanksi pidana adalah upaya pencapaian tujuan dalampenegakan sanksi pidana untuk meminimalisir terjadinya pelanggarannarkotika yang indikatornya ditandai dengan menurunnya tingkat kejahatannarkotika di Kabupaten Majene.2. Pelaku kejahatan narkotika adalah orang yang melakukan pelanggaran, baikkarena mengkonsumsi, mengedar, dan lain-lain sebagaimana dimaksuddalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika danUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
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C. Populasi dan SampelPopulasi dalam penelitian ini adalah kepolisian bagian Ditserse PolresMajene, Hakim pada Pengadilan Negeri Majene serta semua pelaku kejahatannarkotika yang terjaring oleh razia pihak Ditserse Polres Kabupaten Majene.Mengingat bahwa populasi atau responden dalam penelitian ini terlalu banyakdan tidak memungkinkan untuk menjangkau secara keseluruhan, maka sampeldiambil sebanyak 60 orang, masing-masing adalah: 5 orang dari Ditserse PolresMajene, 5 orang dari Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan secara
purpossive sampling (dipilih secara sengaja) dan 50 orang dari pelaku kejahatannarkotika yang ditentukan secara acak (random sampling).
D. Teknik Pengumpulan DataLazimnya untuk mendapatkan data yang sesuai dengan hal-hal yangditeliti, peneliti mempergunakan instrumen penelitian sebagai berikut:1. Observasi; yaitu instrumen penelitian yang digunakan untuk mengamatisecara langsung di lapangan terhadap indikasi terjadinya kejahatannarkotika di Kabupaten Majene.2. Angket; digunakan untuk mengumpulkan data mengenai sebab-sebabterjadinya kejahatan narkotika di Kabupaten Majene. Dalam penelitian inipeneliti mempergunakan angket yang berbentuk terbuka dan tertutupsebagai penjabaran dari indikator-indikator yang diteliti. Pada angketterbuka tidak disediakan jawaban untuk memberikan kesempatan kepada
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responden mengemukakan pendapatnya. Sedangkan pada angket tertutup,peneliti menyiapkan berbagai alternatif jawaban dan responden menjawabpertanyaan dengan memilih salah satu alternatif jawaban yang tersedia padasetiap pertanyaan.3. Wawancara; penggunaan teknik ini dimaksudkan untuk menggali danmendalami hal-hal penting yang belum terjangkau melalui angket atau untukmendapatkan jawaban yang lebih detail atas suatu persoalan. Wawancaradilakukan terhadap pakar hukum, aparat kepolisian4. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalanmenelusuri dokumen-dokumen tertulis seperti jumlah pelaku kejahatannarkotika di Kabupaten Majene, bentuk sanksi hukum yang dijatuhkan, sertaundang-undang dan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang tindakpidana yang dikaitkan dengan kejahatan narkotika.
F. Teknik Analisis DataMemperhatikan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka teknikanalisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yang berusahamenganalisis dan mendeskripsikan efektivitas penegakan sanksi hukum pidanaterhadap pelaku kejahatan narkotika serta faktor-faktor yang mempengaruhipenegakan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika di KabupatenMajene.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Penegakan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika di
Kabupaten MajeneKasus narkotika di Kabupaten Majene, akan dikemukakan beberapakasus berdasarkan data di Ditserse dan Pengadilan Negeri Majene serta hasilpenelitian melalui angket kepada terpidana narkotika. Untuk melengkapiketerangan-keterangan yang diperoleh, maka diadakan wawancara secaralangsung dengan beberapa informan. Adapun keadaan kasus kejahatannarkotika di Kabupaten Majene pada tahun 2007-2009 disajikan pada tabel 1dan 2.
Tabel 1. Kasus Narkotika di Ditserse, Desember 2007-2009No Tahun Jumlah Kasus Dilimpahkan ke PN1.2.3.
200720082009
388093
42431Jumlah 211 59Sumber: Kantor Ditserse Majene tahun 2010Pada table 1 dijelaskan bahwa kasus narkotika yang masuk di Ditsersedesember 2007-2009 berjumlah 211 kasus kemudian yang di limpahkan kepengadilan sebanyak 59 kasus. Pada tahun 2007 jumlah kasus narkotikasebanyak 38 kasus yang dilimpahkan ke pengadilan sebanyak 4 kasus, padatahun 2008 jumlah kasus narkotika sebanyak 80 kasus yang dilimpahkan
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sebanyak 24 kasus dan pada tahun 2009 jumlah kasus menunjukkanpeningkatan dalam jangka tiga tahun terakhir yaitu 39 kasus narkotika yangdilimpahkan sebanyak 31 kasus.
Tabel 2. Kasus Narkotika di Pengadilan Negeri, Desember 2007-2009No Tahun Jenis Pelanggaran Keterangan1.2.3.
200720082009
13 Kasus15Kasus22 Kasus
SelesaiSelesaiSelesaiJumlah 50 Kasus -Sumber: Pengadilan Negeri Majene tahun 2010Pada tabel diatas dijelaskan bahwa pada tahun 2007 jenis pelanggaransebanyak 13 kasus, tahun 2008 sebanyak 15 kasus dan pada tahun 2009 jumlahkasus meningkat menjadi 22 kasus ini membuktikan bahwa tidak efektivnyapenegakan sanksi ditandai dengan meningkatnya kasus penyalagunaannarkotika di Kabupaten Majene.
Tabel 3. Sanksi Hukum yang Dijatuhkan Oleh hakim Pengadilan Negeri
Majene, Desember 2009No Sanksi Hukum Frekuensi Persentase %1.2.3.4.
Di bawah 1 tahun penjara1 – 2 tahun penjara2 – 4 tahun penjaradi atas 4 tahun penjara
510332
10 %20%66,00%4%Jumlah 50 100%Sumber: Pengadilan Negeri Majene, Mei 2010
26
Hasil penelitian di Pengadilan Negeri Majene menunjukkan bahwakasus kejahatan narkotika selama tahun 2007-2009 khususnya dalammasalah sanksi yang dijatuhkan, tampaknya sanksi yang dijatuhkanmaksimal 6 (enam) tahun penjara. Sedangkan untuk mayoritasnya adalah2 - 4 tahun penjara. Hal ini memberikan gambaran bahwa pelakukejahatan narkotika di Kabupaten Majene sudah sangat parah jikadibandingkan dengan daerah-daerah lainnya, di mana sanksi hukumpidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim sudah sampai 6 (enam) tahunpenjara. Dengan demikian pihak pemerintah serta pihak terkait lainnyaharus lebih mewaspadai peningkatan tersebut yang Persentasemengalami peningkatan setiap tahun. Mencermati sanksi hukum pidanayang dijatuhkan oleh majelis hakim sebagaimana terlihat pada tabel 3 diatas, maka memberikan suatu estimasi bahwa kemungkinan peningkatankejahatan narkotika di Kabupaten Majene disebabkan oleh karena sanksihukum yang dijatuhkan kepada terdakwa kejahatan narkotika dirasakanmasih sangat ringan, terutama kepada para pengedar dan pemasok.Tampaknya mereka pada tahap ini lebih memilih dipenjara daripadameninggalkan kebiasaan yang dirasakan bisa mendatangkan “ekonomi”tersebut.
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Adapun jenis kelamin responden dari pelaku kejahatan narkotika diKabupaten Majene selanjutnya disajikan pada tabel 4.
Table 4. Jenis Kelamin Terpidana, Desember 2009No. Jenis Kelamin Terpidana Frekuensi Persentase1.2. Laki – LakiPerempuan 3515 70 %30 %Jumlah 50 100 %Sumber : Pengadilan Negeri Majene tahun 2007-2009Mengenai tingkat pendidikan terpidana disajikan pada tabel 5.
Tabel 5. Tingkat pendidikan pelaku kejahatan narkotika
di Kabupaten Majene, Desember 2007-2009No. Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase %1.2.3.4.
Tidak tamat SDSekolah DasarSLTP / SMUSarjana Muda/S1
715227
14 %30 %44 %14 %Jumlah 50 100 %Sumber : Pengadilan Negeri Majene tahun 2007-2009Tabel 5 tersebut di atas menunjukkan bahwa umumnya tingkatpendidikan pelaku kejahatan narkotika adalah Sekolah Lanjutan TingkatAtas (SMU). Secara psikologis, berdasarkan ilmu perkembangan anakdapat dipahami bahwa pada umur ini anak mengalami gejolak kejiwaanyang selalu ingin mencoba untuk mengetahui sesuatu.
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Jika teori ini dihubungkan dengan hasil penelitian di atas, makajelas bahwa rata-rata anak yang terlibat dalam kasus kejahatan narkotikaadalah umur 17 tahun. Oleh karena itulah pada usia ini anak seharusnyamendapat perhatian khusus dari orangtua dalam kaitannya dengankejahatan narkotika. Secara medis narkotika memiliki suatu zat yangdapat membuat seseorang menjadi ketergantungan.Dengan keadaan yang demikian, maka sejak dini semua pihak (terutamaorangtua yang setiap saat bersentuhan dengan anak) harus mengambil langkahkonkrit untuk mencegah keterlibatan anak terhadap narkotika tersebut. Upayayang dapat dilakukan untuk mencegah terjerumusnya anak (generasi muda) kedalam kejahatan narkotika adalah menutup semua peluang bagi anak untukmelakukan hal tersebut, dan bukan dengan memberikan hukuman, apalagi padausia ini anak sangat membutuhkan pengarahan dan bimbingan.Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untukmensosialisasikan bahaya narkotika sudah cukup banyak, baik melaluimedia cetak maupun media elektronik sehingga umumnya pelakukejahatan narkotika telah mengetahui bahaya yang ditimbulkan narkotika,namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang optimal. Mengenaipengetahuan responden (terpidana) tentang bahaya dari narkotikatersebut selanjutnya disajikan pada tabel 6.
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Tabel 6. Pengetahuan Responden Tentang
Bahaya Narkotika, Desember 2009No. Pengetahuan responden tentanbahaya narkotika Frekuensi Persentase (%)1.2.3.4.
Sangat mengetahuiMengetahuiTidak mengetahuiRagu-ragu
431132
8 %62 %26 %4 %Jumlah 50 100 %Sumber : Hasil angket yang diolah tahun 2010Hasil penelitian seperti terlihat pada tabel 5 tersebut di atasmenunjukkan bahwa umumnya responden mengetahui tentang bahayanarkotika, namun pengetahuan itu tidak membuat mereka meninggalkanperbuatan buruk dan melanggar hukum tersebut. Hal ini terlihat dengansemakin meningkatnya pelaku kejahatan narkotika setiap tahunnya. Bahkantindak kejahatan narkotika tidak hanya melibatkan usia remaja, tetapi juga anakyang masih di bawah umur. Ironisnya akhir-akhir ini kejahatan narkotika jugabanyak melibatkan oknum pejabat dan elite politik yang seharusnyamemberikan contoh bagi generasi masa depan bangsa dan negara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pelaku kejahatan narkotikatelah sampai pada taraf ketergantungan sehingga dalam melakukan kejahatan(memproduksi, mengkonsumsi, dan mengedar) bahayanya tidak lagi menjadipertimbangan. Yang menjadi perhatian atau pertimbangan mereka pada saat
30
melakukan perbuatan itu hanyalah pemenuhan kebutuhan yang tidak bisa lagidihindari karena adanya sifat ketergantungan.Dengan semakin meningkatnya pelaku kejahatan narkotika di KabupatenMajene seperti telah diuraikan di atas, maka harus ada komitmen dan kemauanyang tinggi dan diperlukan adanya sosialisasi serta penyuluhan secara berkaladan intensif dari pihak pemerintah maupun pihak terkait lainnya mengenaidampak negatif atau bahaya dari narkotika tersebut, terutama mengenai bahayaadanya zat yang terkandung dalam narkotika yang membuat pelakunya menjadikecanduan (ketergantungan).
Tabel 7. Tingkat Penyesalan Terpidana Terhadap Vonis
Yang Dijatuhkan Kepadanya, Desember 2009
No. Tingkat Penyesalan Frekuensi Persentase (%)1.2.3.4.
Sangat menyesalMenyesalTidak menyesalRagu – ragu
36923
72 %18 %4 %6 %Jumlah 50 100%Sumber : Hasil angket yang diolah tahun 2010Terhadap kejahatan narkotika, pada dasarnya masih ada harapan kepadaterpidana untuk sadar dan kembali pada lingkungan masyarakat seperti semula,artinya sangat diharapkan kepada terpidana narkotika agar pada dirinya adasuatu niat untuk tidak mengulangi kembali kejahatan, hal ini dapat dilihat padatingkat penyesalan mereka pada saat menerima putusan pengadilan, atas sanksi
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kejahatan narkotika yang dijatuhkan kepadanya. Penelitian ini menunjukkanbahwa responden dari terpidana narkotika yang menyatakan menyesal/sangatmenyesal sebanyak 45 orang atau 90 persen. Sedangkan yang tidak merasamenyesal 2 orang atau 4 persen.Pada sisi yang lain kelihatannya sanksi hukum pidana yang diberikankepada terdakwa masih dianggap ringan, sehingga terpidana merasakan sanksiyang diberikan kepadanya masih sangat ringan sehingga pada dirinya tidak adarasa penyesalan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dipastikan bahwaterpidana yang masih merasa ringan sanksi yang diberikan kepadanya akanmengulangi kembali perbuatannya. Oleh karena itu sanksi-sanksi terhadappelaku kejahatan narkotika masih perlu ditinjau kembali, agar sanksi hukumpidana, khususnya sanksi pidana narkotika dapat berfungsi ganda, yaitumencegah kejahatan narkotika dan bisa membuat jerah terhadap pelakukejahatan narkotika.Jika hal itu bisa dilaksanakan dengan baik, maka masyarakat diKabupaten Majene lama kelamaan akan terhindar dari pengaruh kejahatannarkotika. Akan tetapi sebaliknya jika tidak dilaksanakan dengan baik makagenerasi yang akan datang akan lebih buruk dibandingkan generasi sekarang.
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Tabel 8. Pengetahuan Terpidana Tentang Sanksi
Hukum Narkotika, Desember 2009No. Pengetahuan Terpidana Frekuensi Persentase (%)1.2.3.4.
Sangat mengetahuiMengetahuiTidak mengetahuiRagu – ragu
223214
4 %46 %42 %8 %Jumlah 50 100 %Sumber : Hasil angket yang diolah tahun 2010Dalam kasus Narkotika di Kabupaten Majene nampak dengan jelas bahwasanksi hukum pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika selama ini masihdianggap ringan, sehingga pada hari-hari mendatang tidak menutupkemungkinan pelanggaran terhadap narkotika akan semakin meningkat, hal inidapat dibuktikan dalam table 8 bahwa pada umumnya (sebanyak 25 orang atau50 persen) terpidana kejahatan narkotika sudah mengetahui sanksi yang beratyang diancamkan terhadap pelaku kejahatan narkotika.Terdapatnya 21 orang yang belum sama sekali mengetahui sanksi yangberat itu terhadap pelaku kejahatan narkotika, mengindikasikan bahwa untukmengantisipasi hal ini masih sangat dibutuhkan sosialisasi tentang sanksihukum pidana bagi pelaku kejahatan narkotika.
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Tabel 9. Tanggapan terpidana tentang penyuluhan hukum
mengenai bahaya narkotika, Desember 2009No Uraian Frekuensi Persentase (%)1.2.3.4.
SelaluSeringPernahTidak pernah
-4838
-8 %16 %76 %Jumlah 50 100 %Sumber : Hasil angket yang diolah tahun 2010Tantangan bagi pihak pemerintah dan pihak keamanan pada khususnya,dan orang tua dalam lingkungan keluarga pada umumnya, adalah melaksanakankegiatan berupa penyuluhan hukum khususnya yang berkaitan dengankejahatan narkotika, hal ini sangat penting karena bisa saja seorang terlibatkejahatan narkotika karena memang tidak mengetahui bahaya yang dikandungnarkotika, belum lagi akibat hukumnya apabila ia terlibat, ini terbukti dari hasilangket yang diedarkan bahwa ternyata terdapat 38 orang atau 76 persenresponden yang mengaku tidak pernah mengikuti penyuluhan hukum tentangbahaya narkotika, dan barangkali yang dipahami oleh masyarakat hanyalahakibat hukumnya apabila terlibat dalam kasus kejahatan narkotika. Sedangkanyang mengaku pernah mengikuti penyuluhan hukum hanya 12 orang atau 24persen.
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Tabel 10. Motif menggunakan narkotika, Desember 2009
No. Motif menggunakan narkotika Frekuensi Persentase (%)1.2.3
Mencari keuntunganSekedar coba-cobaSudah terbiasa/bersenang-senang
132512
26 %50 %24 %Jumlah 50 100 %Sumber : Hasil angket yang diolah tahun 2010Data pada tabel tersebut memberikan suatu gambaran bahwa pelakukejahatan narkotika di Kabupaten Majene pada umumnya dalam menggunakannarkotika hanya sekedar untuk mencari kesenangan semata dan belum sampaipada alasan mencari keuntungan, dan bisa saja dipahami bahwa pada tabeltersebut menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Majene bukan hanyasebagai pengedar, akan tetapi mulai meningkat dan akan lebih parah lagi kalausudah termasuk pengguna narkotika. Kalau mereka sudah sampai pada tarappengguna, maka pada suatu saat susah untuk diantisipasi karena mau tidak mauakan sampai pada tingkat ketergantungan. Hal tersebut dapat dibuktkan bahwaternyata terdapat 12 orang atau 24 persen yang menggunakan narkotikasekedar mencari kesenangan.Pada dasarnya para terpidana kejahatan narkotika di Kabupaten Majenemasih mempunyai harapan untuk menjadi orang yang baik, karena ternyatadalam kasus kejahatan narkotika tersebut banyak di antaranya yang hanya isengatau ingin mencoba, dan ada pula di antaranya mengkonsumsi narkotika karena
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pengaruh keadaan stres. Oleh sebab itu mereka yang termasuk dalam kategoriterakhir harus segera mendapat perhatian khusus dari semua pihak sebelumsampai pada tahap ketagihan atau ketergantungan.Mengenai cara terpidana memperoleh narkotika, sangat bervariasi danyang umumnya terjadi adalah diberikan secara gratis oleh seseorang, dansetelah itu karena merasa kecanduan akhirnya membeli sendiri. Cara terpidanamemperoleh narkotika disajikan pada tabel 11.
Tabel 11. Cara memperoleh narkotika, Desember 2009
No. Cara memperoleh narkotika Frekuensi Persentase (%)1.2.3.
Dibuat sendiriDiberikan secara gratisDibeli dari pengedar
-1634
-32 %68 %Jumlah 50 100 %Sumber: Hasil angket yang diolah tahun 2010Memperhatikan data tersebut pada tabel 11 yang umumnya pelakukejahatan narkotika memperoleh narkotika dengan jalan membeli, maka yangharus segera dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak terkait lainnya dalammengantisipasi semakin meningkatnya kejahatan narkotika tersebut adalahmenangkap para pengedar dan memberikan sanksi yang seberat-beratnya.Bagaimanapun banyaknya pembeli jika tidak ada pengedar yang setiap saatmenawarkan barang haram tersebut, maka tidak akan terjadi transaksi jual-belinarkotika.
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Menurut Wahyu Setiadi bahwa:“Upaya penangkapan terhadap para pengguna narkotika (yang selama inidilakukan pemerintah) bukanlah penyelesaian masalah yang tepat, sebabyang harus dilakukan adalah menangkap dan menghukum yang seberat-beratnya para pemasok dan pengedar sebab merekalah yang setiap saatmengedarkan, bahkan awalnya tidak jarang memberikan secara cuma-cuma kepada pemakai”10.Bagi pemakai yang masih pada tahap coba-coba atau karena pengaruhstres, harus segera mendapat penanganan serius, baik melalui terapi maupunmelalui penanganan medis lainnya sebelum mereka sampai pada tahapketergantungan.
Tabel 12. Keadaan Terpidana Saat Menggunakan
Narkotika, Desember 2009No. Keadaan terpidana saat melakukankejahatan narkotika Frekuensi Persentase (%)1.2. Mendapat teguranTidak mendapat teguran 1832 36 %64 %Jumlah 50 100 %Sumber: hasil angket yang diolah tahun 2010Perhatian serius orangtua terhadap anak harus diberikan terutama yangmemasuki masa transisi, karena anak pada usia ini selalu ingin mencoba. Selainitu upaya pembinaan dari pemerintah sangat perlu dilakukan karena tidaksedikit pelaku yang terjerumus ke dalam kejahatan narkotika ini disebabkanoleh kurangnya perhatian atau merasa tidak pernah diperhatikan oleh pihakmanapun, sebagaimana disajikan pada tabel 12 di atas.
10Hasil wawancara dengan Wahyu Setiadi (Hakim/Humas Pengadilan Negeri
Majene, wawancara tanggal 10 Mei 2010.
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Narkotika mempunyai suatu zat yang dapat mengurangi daya ingatan dansekaligus dapat menjadikan seseorang ketagihan atau menjadi ketergantungansehingga para pengguna narkotika sulit untuk mendengarkan nasehat atauarahan dari siapapun. Hasil penelitian membuktikan bahwa sebanyak 18 atau 36persen yang ketika mengkonsumsi narkoba mendapat teguran dari orang laintetapi mereka sudah tidak memperdulikan lagi, bahkan cenderung emosi.Sedangkan yang mengaku mengkonsumsi narkoba dan tidak mendapat tegurandari pihak lain (walaupun mungkin dilakukan secara sembunyi-sembunyi)adalah sebanyak 32 orang atau 64 persen. Adapun keadaan terpidana dalammenggunakan narkotika disajikan pada tabel 13.
Tabel 13. Cara saat menggunakan narkotika, Desember 2009No. Keadaan saatMenggunakan Narkoba Frekuensi Persentase (%)1.2. Dilakukan secara terang-teranganDilakukan secara sembunyi-sembunyi 1337 26 %74 %Jumlah 50 100 %Sumber : Hasil angket yang diolah tahun 2010Kejahatan narkotika sebagai salah satu tindak kejahatan sangat merusakkepribadian seseorang yang mengkonsumsinya, namun sangat sulit untukdihilangkan karena mereka yang mengkonsumsinya umumnya melakukansecara sembunyi-sembunyi. Hasil penelitian seperti terlihat pada table 13menunjukkan bahwa dari 50 responden yang menjadi sampel dalam penelitianini, sebanyak 37 atau 74 persen yang menyatakan melakukannya secara
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sembunyi-sembunyi, dan sebanyak 13 atau 26 persen yang melakukannyasecara terang-terangan. Perlu dicatat bahwa mereka yang melakukannya secaraterang-terangan adalah mereka yang sudah tergolong kecanduan sehinggacenderung untuk tidak lagi memperdulikan akibatnya, termasukkeselamatannya dari kejaran pihak kepolisian.Terungkapnya beberapa kasus narkotika oleh pihak kepolisian walaupunPersentase sangat kecil jumlahnya, setidaknya dapat menjadi peringatan danancaman bagi para pelakunya, termasuk yang baru ingin coba-coba untuk tidakmelakukannya. Baratnya hukuman dan terungkapnya beberapa kasus narkotikatersebut diharapkan dapat mengurangi jumlah kejahatan narkotika di masa-masa yang dating. Namun hal ini akan terwujud jika ada dukungan dari semuakalangan, terutama pihak orangtua dan masyarakat secara umum yangkebetulan mengetahui tindak kejahatan tersebut untuk segera melaporkannyakepada pihak berwajib. Sesungguhnya hampir semua orang sependapat bahwapembentukan kepribadian seseorang sangat ditentukan oleh lingkungankeluarga, karena keluargalah yang pertama dan utama dalam membentukkepribadian seseorang. Namun harus diakui bahwa pada aspek-aspek tertentunampaknya lingkungan keluarga tidak mampu untuk mengantisipasi semuaaspek yang dapat mempengaruhi (merusak) kepribadian anak, apalagiumumnya mereka yang melakukan kejahatan tidak diketahui oleh pihak
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keluarga atau sembunyi dari keluarga. Hal ini terbukti dari hasil penelitianseperti terlihat pada tabel 14 berikut.
Tabel 14. Keadaan terpidana saat melakukan
kejahatan narkotika, Desember 2009No. Keadaan saat menggunakan narkotika Frekuensi Persentase (%)1.2. Diketahui oleh pihak keluargaTidak diketahui oleh pihak keluarga 1238 24 %76 %Jumlah 50 100 %Sumber : Hasil angket yang diolah tahun 2010Data pada tabel 14 menunjukkan bahwa mayoritas responden yangmenjadi sampel dalam penelitian ini melakukan pelanggaran narkotika secarasembunyi-sembunyi atau tidak diketahui oleh orang tuanya yaitu dari 50responden, sebanyak 38 atau 76 persen yang menyatakan tidak diketahui olehorangtua atau keluarganya saat mengkonsumsi narkotika, dan hanya 12 atau 24persen yang menyatakan diketahui oleh orangtua itupun sudah sering mendapatteguran.Dari keterangan tersebut di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwaperanan orangtua dalam mengarahkan dan membimbing anak dalam lingkungankeluarga sangatlah menentukan. Dari kasus tersebut di atas, nampak bahwaternyata dari 50 responden hanya 12 atau 24 persen yang diketahui oleh orangtuanya saat mengkonsumsi narkotika. Hal ini merupakan suatu indikasi bahwaketerlibatan keluarga/orangtua dalam mengantisipasi tindakan pelanggaran,
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khususnya pelanggaran penayalahgunaan narkotika belum berjalan secaraoptimal.Walaupun disadari bahwa pelaku kejahatan narkotika susah untukdiantisipasi karena antara pengedar dengan pembeli atau pemakai sistempenawarannya tidak mungkin dilakukan secara terang-terangan, bahkan tidakmenutup kemungkinan sistem penjualan dilakukan dengan menggunakan alatyang canggih, sehingga sangat susah untuk melacaknya, baik oleh pihakkeamanan maupun pihak orangtua yang bertanggungjawab dalam lingkungankeluarganya.Mengenai tingkat kepuasan terpidana sehubungan dengan sanksi hukumpidana yang dijatuhkan kepadanya, sebagian di antaranya yang menyatakanbahwa tidakk puas dengan sanksi hukum yang dijatuhkan kepadanya, karenasebagian di antaranya menyatakan belum mengetahui sanksi hukum yangdijatuhkan terhadap pelaku kejahatan narkotika, bahkan ada di antaranya yangmenyatakan bahwa baru kali ini melakukan kejahatan tersebut. Tanggapanresponden atas sanksi hukum pidana yang dijatuhkan kepadanya selanjutnyadapat dilihat pada tabel 15 sebagai berikut.
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Tabel 15. Tanggapan Terpidana Tentang Sanksi
Hukum Yang Dijatuhkan, Desember 2009No. Tanggapan Responden Frekuensi Persentase (%)1.2. PuasTidak puas 419 82 %18 %Jumlah 50 100%Sumber : Hasil angket yang diolah tahun 2010Data pada tabel 15 menunjukkan bahwa umumnya terpidanamenyatakan puas dengan sanksi hukum pidana yang dijatuhkan kepadanya dimana dari 50 responden, 41 atau 82 persen menyatakan puas dan adil,sedangkan 9 atau 18 persen yang menyatakan tidak puas karena sanksi hukumtersebut dirasakan tidak adil.Banyaknya responden yang menyatakan puas dengan sanksi hukum yangdijatuhkan kepadanya merupakan pertanda bahwa sanksi hukum yangdijatuhkan tersebut belum terlalu berat karena belum dapat membuat parapelaku menjadi jerah untuk tidak mengulagi lagi perbuatan melanggar hukumtersebut.
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Sanksi Pidana
Terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika di Kabupaten MajenePersidangan perkara narkotika di Pengadilan Negeri Majene, sepertihalnya dengan perkara pidana lainnya, menemukan banyak kendala terutamamasalah kurangnya barang bukti dan jarangnya orang yang mau melibatkan dirisebagai saksi dalam persidangan. Dalam perkara kejahatan narkotika, biasanya
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yang menjadi saksi adalah (umumnya) dari pihak kepolisian yang telahmenangkapnya sendiri. “Kenyataan seperti ini merupakan suatu hambatankarena biasanya pelaku tidak mau mengakui perbuatannya”11.Hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku kejahatan narkotikasangat tergantung pada klasifikasi narkotika yang digunakan. Wahyu Setioadimengemukakan bahwa:“Berat-ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatannarkotika dapat dilihat dari klasifikasi narkotika yang digunakan sertaberdasarkan peranan terdakwa dalam penggunaan narkotika tersebut,apakah ia sebagai pengedar, pemasok atau pemakai”12.Hakim dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan Undang-UndangNomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 jugaberdasarkan atas penafsirannya.Beberapa hal yang juga turut mempengaruhi pertimbangan ataumenentukan putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku kejahatannarkotika adalah sebagai berikut:a. Umur terdakwa yang masih Persentase muda.b. Baru pertama kali terlibat dalam kejahatan narkotika.c. Golongan narkotika yang digunakan.d. Cara memperoleh narkotika, apakah dibeli atau hanya diberikan olehtemannya.
11Hasil wawancara dengan Wahyu Setiadi (Hakim/Humas Pengadilan Negeri
Majene, wawancara tanggal 10 Mei 2010.
12 Ibid.
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e. Banyak atau sedikit narkotika yang digunakan13.Pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sekaligus dapatmempengaruhi efektivitas penegakan sanksi hukum pidana terhadap pelakukejahatan narkotika itu sendiri. Di samping banyaknya narkotika yang dapatmempengaruhi beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatannarkotika, juga karena terdakwa sudah berulang kali terlibat dalam kasuskejahatan tersebut, apalagi jika pelaku tergolong sebagai pengedar.Landasan teori yang digunakan dalam menangani kasus narkotikatersebut adalah Surat Edaran Mahkamah Agung yang isinya menghimbau agarpara hakim memperberat hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa yangterlibat dalam kasus yang meresahkan masyarakat seperti kasus narkotika,perkosaan, perjudian, pencurian dengan kekerasan, maupun penyelundupan.Namun demikian, untuk lebih efektifnya putusan hakim dalammenjatuhkan hukuman terhadap pelaku kejahatan narkotika, maka hakim tetapmelihat klasifikasi dan menafsirkan beberapa hal yang terkait dengan pelaku,seperti apakah pelaku masih di bawah umur, apakah dalam menggunakannarkotika hanya sekedar ingin tahu/coba-coba, dan apakah pelaku dalammenggunakan narkotika hanya diberikan oleh temannya.Oleh sebab itu menurut Bayu Soho Rahardjo bahwa:
13 Hasil wawancara dengan Bayu Soho Rahardjo (Hakim PN Majene), wawancara
tanggal, 11 Mei 2010).
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“Tidak mengherankan jika terdapat dua kasus yang sama tetapihukumannya berbeda, karena putusan hakim dalam menjatuhkanberatnya hukuman sangat dipengaruhi oleh peranan masing-masingpelaku atau terdakwa dalam melakukan aksinya”14.Secara garis besarnya, beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitaspenegakan sanksi hukum pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika diKabupaten Majene antara lain :
1. Faktor Aparat Penegak Hukum.Aparat penegak hukum sebagai pelaksana hukum sangat mempengaruhiproses penegakan hukum karena aparatlah yang bertugas mencari pelaku,sebagai penyidik, bahkan sebagai saksi dalam persidangan.Menurut Abdul Karim bahwa:“yang paling banyak menentukan atau mempengaruhi penegakah sanksihukum pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika, khususnya diKabupaten Majene adalah faktor aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa danHakim) karena merekalah yang langsung memproses kasus-kasustersebut”15.Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa walaupun substansihukumnya sangat mendukung (bagus) jika tidak diikuti oleh komitmen sertakeinginan yang kuat dari para penegak hukum yang punya moralitas danmentalitas yang tinggi, maka efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap
14 Hasil wawancara dengan Bayu Soho Rahardjo (Hakim PN Majene), wawancara
tanggal, 11 Mei 2010).
15 Hasil wawancara dengan Abdul Karim (Tokoh masyarakat), wawancara tanggal
12 Mei 2010).
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pelaku kejahatan narkotika hanyalah tinggal harapan yang tidak kunjungterwujud.Sesungguhnya substansi hukum yang mengatur tentang sanksi hukumyang harus dijatuhkan kepada pelaku kejahatan narkotika sudah sangat jelasdan telah dirinci berdasarkan golongan narkotika yang dipersangkakanterhadap terpidana, bahkan dalam pasal 78 – 100 Undang-Undang Nomor 22tahun 1997 tentang Narkotika sendiri telah mengancam hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku. Namun yang menjadi kendala dalam penerapanundang-undang tersebut adalah pelaksana hukum di lapangan, misalnya pelakutermasuk dalam pelanggar golongan I yang seharusnya dihukum denganhukuman paling lama 10 (sepuluh) tahun, tetapi karena beberapa pertimbanganyang “tidak rasional” dari para hakim yang menjatuhkan vonis sehinggaterdakwa hanya dimasukkan ke dalam golongan II yang hukumannya palinglama 7 (tujuh) tahun atau pada golongan III yang hukumannya paling lama 5(lima) tahun.Kenyataan tersebut lebih diperparah lagi jika pihak kepolisian sebagaipenyidik atau/juga pihak Lembaga Pemasyarakatan bisa “bernegosiasi” denganterdakwa sehingga hukuman berat yang seharusnya dijalani agar pelakumenjadi jerah, akhirnya hukumannya menjadi sangat ringan, bahkan selamatdari jeratan hukum dan bebas berkeliaran padahal telah divonis di pengadilan.
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Tentu saja hal ini menyinggung rasa keadilan dan melukai hati rakyat.Maling kecil saja jika tidak pandai “membeli hukum” maka akan mati dibakar.Semua ini merupakan indikator terjadinya praktik Kolusi Korupsi danNepotisme (KKN) oleh oknum penegak hukum. Jika demikian kenyataannya,muncul pertanyaan masih pantaskah Negara Indonesia disebut sebagai negarahukum dengan adanya praktik “jual –beli” hukum oleh oknum aparat tersebut?.Saat ini, hukum telah dijadikan komuditas dagang yang mudah sekalidiperjualbelikan oleh para oknum aparat penegak hukum yang tidak punyakomitmen terhadap penegakan hukum. Bahkan lebih menyedihkan lagi karenakasus-kasus kejahatan mulai dijadikan sebagai komuditas politik, sehinggalembaga penegakan hukum tidak lagi independen yang berlandaskan pada faktadan rasa keadilan di dalam masyarakat.
2. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat.Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kabupaten Majene, diperolehsuatu gambaran mengenai tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Majeneyang sebagian besar hanya menamatkan pendidikannya pada Sekolah Dasar danSekolah Lanjutan. Penduduk Kabupaten Majene yang menyelesaikan ataumelanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi masih sangat rendah. Halini dapat dilihat pada tabel 16.Telah menjadi kenyataan bahwa tingkat pendidikan seseorang secaralangsung akan menentukan tingkat pemahaman terhadap hukum, dan lebih
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lanjut hal tersebut akan menentukan tinggi rendahnya tingkat ketaatan hukummasyarakat. Secara umum, masyarakat yang mempunyai latar belakangpendidikan yang cukup tinggi Persentase akan menyadari bahwa tindakkejahatan narkotika bukanlah tindakan yang dapat dibenarkan.
Tabel 16. Tingkat pendidikan responden, Desember 2009No. Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase (%)1.2.3.4.5.6.
Tidak tamat SDSDSLTPSMUSarjana muda/S1Pascasarjana S2/S3
3812216-
6 %16 %24 %42 %12 %-Jumlah 50 100 %Sumber : Kantor BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Majene tahun 2009Namun penulis berpendapat bahwa tingkat pendidikan masyarakatbukanlah merupakan satu-satunya penyebab kurangnya ketaatan terhadaphukum yang berlaku. Tingkat ketaatan masyarakat terhadap hukum tidak hanyaditentukan oleh tinggi-rendahnya tingkat pendidikan seseorang, tetapi jugaditentukan oleh upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak terkait untukmensosialisasikan hukum atau aturan-aturan lainnya. Kemampuan masyarakatuntuk menyerap sosialisasi yang diberikan oleh aparat akan tumbuh dengansendirinya melalui upaya aparat yang berkesinambungan.
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Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa penyuluhan hukumtentang narkotika, bahaya serta konsekuensi hukumnya hanya dilakukan padasekolah-sekolah, dan hampir tidak pernah dilakukan terhadap masyarakatumum secara berkala apalagi terhadap anak yang putus sekolah(pengangguran), hal ini dapat dipahami dari hasil penelitian seperti terlihatpada tabel 17.
Tabel 17. Upaya sosialisasi hukum yang telah dilakukan
Aparat terkait di Kabupaten Majene, Desember 2009No. Penyuluhan hukum yang telahdilakukan oleh pihak terkait Frekuensi Persentase (%)1.2.3.4.
SeringPernahTidak pernahJarang
-91229
-18 %24 %58 %Jumlah 50 100 %Sumber : Hasil angket yang diolah tahun 2010Kurangnya sosialisasi hukum yang telah dilakukan oleh aparat terkaitseperti terlihat pada tabel 17 atas merupakan suatu hal yang pantasdisayangkan mengingat adanya kultur masyarakat Mandar-Majene yangsebenarnya akan siap melaksanakan kebijakan aparat atau pemerintah sebagaipanutan yang harus diikuti.
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3. Tidak tersedianya sarana/fasilitas yang memadai.Tidak efektifnya penegakan sanksi hukum pidana terhadap pelakukejahatan narkotika di Kabupaten Majene juga tidak terlepas dari kurangnyasarana atau fasilitas yang dibutuhkan untuk tugas dimaksud. Semakinbanyaknya jumlah pelaku kejahatan narkotika di Kabupaten Majene merupakansuatu indikasi bahwa penegakan sanksi hukum pidana terhadap pelakukejahatan narkotika belum efektif.Menurut. Mahammad Erwin bahwa:“Tidak efektifnya penegakan sanksi hukum pidana terhadap pelakukejahatan narkotika, tidak lain disebabkan karena kurangnya sarana ataufasilitas untuk tugas tersebut. Tenaga ahli jumlahnya terbatas, alat-alatkerja yang belum canggih, dana yang minim dan sebagainya”16.Hal yang sama juga terjadi di Lembaga Pengadilan Negeri sebagai tempatproses hukumnya. Asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringanhingga saat ini masih belum bisa diwujudkan. Proses pemeriksaan perkara dipengadilan berjalan sangat lambat, apalagi jika pemeriksaan suatu perkarasampai pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Sebabnya antara lain karenajumlah hakim di pengadilan yang tidak sebanding dengan jumlah perkara yangharus diselesaikan, serta semakin kurangnya sarana atau fasilitas lain untukmenunjang pelaksanaan peradilan yang baik.
16 Hasil wawancara dengan Muhammad Erwin (Kepala Satuan Reskrim Majene,
wawancara tanggal, 5 Maret 2010).
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Pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan juga tidakdapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, karena kurangnya sarana atau fasilitastersebut. Oleh sebab itu efektivitas penegakan sanksi hukum pidana terhadappelaku kejahatan narkotika agar pelaku tidak melakukan lagi kejahatan ataupelanggaran, mungkin sekali tidak tercapai.Demikian pula halnya, pihak kepolisian akan dapat lebih berperanapabila mempunyai peralatan yang memadai untuk mendeteksi kriminalitasdalam masyarakat.
4. Gejolak Krisis Ekonomi yang Berkepanjangan.Dalam beberapa tahun terakhir ini masyarakat Indonesia secara umumdan masyarakat Kabupaten Majene khususnya telah dilanda gejolak krisisekonomi yang berkepanjangan. Tingkat penghasilan masyarakat KabupatenMajene mengalami penurunan drastis akibat krisis ekonomi yang juga diiringidengan adanya cuaca buruk yang kurang mendukung bagi dunia pertanian.Tingkat pengangguran semakin tinggi dan masyarakat mulai merasakanberbagai tekanan serta permasalahan yang harus dihadapi dan harusdiselesaikan.Keadaan ini, secara psikologis menyebabkan masyarakat mulaimengalami perubahan-perubahan secara psikologis pula. Masyarakat mulaimerasa stress untuk memenuhi tuntutan hidup, bahkan sensitif dan mudahtersinggung. Adanya tekanan kehidupan ini juga menyebabkan masyarakat
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rentan terhadap peristiwa-peristiwa tertentu yang dapat menyulut emosi.Peristiwa tersebut secara umum pasti akan dapat terhindari atau diminimalisirapabila masyarakat tidak mengalami keterdesakan ekonomi yang jugamenimbulkan tekanan batin.Menurut AKBP Budi Santoso bahwa :“Memang dalam kondisi perekonomian yang sangat sulit, tingkah lakuseorang pembuat kejahatan tidak dapat ditolelir lagi. Hal inilah yangmenyebabkan masyarakat secara emosional melampiaskan tekananbatinnya dengan melakukan tindakan jalan pintas (melanggar hukum)untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dengan menjadi pengedarnarkotika ataupun melibatkan diri sebagai pemakai”17.Dalam hal ini, penulis bahkan berpendapat bahwa faktor tekananekonomi dan psikologis merupakan faktor pemicu utama dari terjadinya tindakkejahatan narkotika tersebut. Masyarakat sudah mulai kurang rasional dantidak mawas diri bahkan seringkali melakukan perbuatan-perbuatan yang tidakterkendali akibat tekanan batin yang semakin berat.
C. Upaya Penegakan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika
di Kabupaten MajeneDalam mengatasi kejahatan narkotika, yang dewasa ini banyak melandagenerasi muda bangsa, diperlukan kerja keras dari semua pihak, baik secarapreventif maupun secara kuratif melalui lembaga-lembaga terkait. Menurut
17 Hasil wawancara dengan AKBP Budi Santoso (Waka. Ditserse Majene, wawancara
tanggal, 5 Mei 2010).
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Bonger bahwa “mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencobamendidik penjahat menjadi orang baik kembali”18.Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitaspenegakan sanksi hukum pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika, antaralain:
1. Pembinaan Dalam Keluarga.Peranan orangtua dalam mencegah keterlibatan anak dalam berbagaitindak kejahatan sangatlah penting. Oleh karena itu pembinaan dalam keluargasangat penting artinya karena pendidikan pertama yang diperoleh seseorangadalah di dalam lingkungan keluarga tersebut. Pembinaan dalam keluarga perluditingkatkan dengan jalan:
a. Menumbuhkan dan Membina Kehidupan Beragama Bagi Anak.Pembinaan keyakinan beragama yang didasarkan atas pengertian yangsungguh-sungguh dan sehat tentang ajaran agama yang dianutnya sangat perludilaksanakan. Tujuan pembinaan keagamaan dimaksudkan agar seseorang lebihmemperkokoh keyakinan keagamaannya dan juga untuk mencegah merekajangan sampai berbuat hal-hal negatif yang mengarah pada tindak kejahatan.Agama merupakan bagian integral dari kehidupan manusia. Pendidikanagama bukan hanya sekedar memberikan bekal pengetahuan, tetapi yang lebihpenting adalah menumbuhkan kesadaran beragama, memperdalam iman dan
18 W.A. Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi (Terjemahan R.A. Koesnoen). Jakarta:
Ghalia Indonesia, 1977), h. 192.
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taqwa serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pribadiyang beriman dan berakhlak mulia, seseorang dapat memilih mana yang baikdan mana yang buruk dari pengaruh dunia sekitarnya. Oleh sebab itu,diperlukan dukungan seluas-luasnya dari para guru, orangtua dan masyarakatluas.
b. Menumbuhkan rasa kasih sayang dari kedua orangtua.Kurangnya perhatian dari orangtua, terutama bagi anak yang memasukimasa transisi, sangatlah berbahaya. Orangtua yang terlalu banyak mengurusiaktivitasnya seringkali mengabaikan kehidupan dan pembinaan keharmonisanrumah tangga. Sedikitnya waktu bagi anak untuk bertanya tentang masalah yangdihadapinya kepada orangtuanya menyebabkan anak bingung untuk mencarijawabannya. Hal inlah yang menyebabkan sehingga banyak anak yang mencarijalan keluar dari masalah yang dihadapinya ke hal-hal negatif sehingga sehinggamenjerumuskan dan mengarahkan kepada perbuatan kriminal, dan untukmenghilangkan rasa stress yang dihadapinya, biasanya ditempuh denganmengkonsumsi narkotika.Oleh karena itu menumbuhkan rasa kasih sayang dari kedua orangtuakepada anak mereupakan suatu hal yang sangat penting, sebab anak sangatmemerlukan hal itu. Kasih sayang bukan hanya mencakup segala kebutuhanhidup, tetapi kasih sayang yang benar-benar tulus dan ikhlas dari keduaorangtuanya.
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2. Mengoptimalkan fungsi kepolisian sebagai aparat penegak hukum.Mengoptimalkan fungsi aparat penegak hukum sangatlah penting dalamusaha mencegah terjadinya tindak kejahatan narkotika, sebab pihak keamananmerupakan aparat yang harus terjun langsung mengatasi masalah ini. Untuk itupihak kepolisian dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:a. Khusus bagi anak usia sekolah di mana kejahatan narkotika sangat banyakmelibatkan anak ini, polisi dapat mengadakan razia terutama kepadamereka yang mengenakan pakaian seragam sekolah dan berada di tempat-tempat hiburan atau berkumpul di suatu tempat untuk tujuan yang tidakjelas saat jam pelajaran sedang berlangsung. Begitu pula denganpemeriksaan tas ataupun bawaan mereka, karena dikhawatirkan merekamembawa narkotika atau barang terlarang lainnya.b. Melakukan pengintaian terhadap orang-orang atau tempat-tempat yangrawan transaksi narkotika, termasuk meminta bantuan (laporan) darimasyarakat.c. Melakukan pengusutan perkara dan mengajukan ke pengadilan bagi parapelaku yang telah melakukan tindak kejahatan narkotika.
3. Pembinaan Kesadaran di Bidang Hukum.Pembinaan kesadaran di bidang hukum bagi masyarakat, terutama bagiterpidana sangatlah penting sebab mereka harus diberikan penjelasan tentang
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masalah hukum. Untuk itu diperlukan kerjasama antar para penegak hukum,terutama dalam hal sebagai berikut:a. Meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan hukum nasional dalamrangka pembaharuan hukum, antara lain dengan mengadakan kodifikasihukum di bidang tertentu, dengan memperhatikan kesadaran hukum yangberkembang dalam masyarakat.b. Meningkatkan kualitas para penegak hukum. Penegak hukum yangdimaksud dalam hal ini pada dasarnya meliputi polisi, jaksa, hakim,masyarakat ataupun pihak-pihak lain yang diberikan wewenang olehundang-undang untuk melaksanakan atau menegakkan hukum. Sebagaiupaya untuk meningkatkan kualitas para penegak hukum, diperlukanusaha pembinaan terhadapnya misalnya dengan meningkatkan ilmu yangtrampil, berakhlak mulia dan mermoral tinggi, disiplin kerja yang tinggidan lain sebagainya.c. Menigkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan mengambilpandangan umum bahwa perkembangan hukum akan selalu tertinggalbila dibandingkan dengan perkembangan masyarakat. Kesadaranmasyarakat terhadap hukum itu sendiri pada prinsipnya adalahmemegang peranan yang penting pula di dalam usaha untuk menciptakanterselenggaranya hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-UndangDasar 1954.
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Di samping telah terciptanya pembaharuan dan peningkatan kualitaspara penegak hukum dengan berbagai perangkatnya, kemudian dilanjutkandengan usaha peningkatan peran serta masyarakat sebagai subyek hukumkarena hal ini sangat berpengaruh bagi terciptanya suatu ketertiban dalammasyarakat itu sendiri. Dalam usaha pembinaan kesadaran hukum masyarakat,salah satu cara yang tepat adalah melalui pelaksanaan program penyuluhanhukum yang bertujuan untuk: 1) meningkatkan pemahaman masyarakat akanhukum yang berkenaan dengan hak dan kewajiban, serta pemahaman tentangprosedur peralihan hak dan kewajiban tersebut; dan 2) menjadikan masyarakatpatuh akan norma-norma hukum, susila, agama dan norma-norma lainnya,berdasarkan kesadaran hukum yang tinggi.Adapun jenis penyalahgunaan kejahatan narkotika danpsikotropika yang sering dilakukan oleh pelaku kejahatan, disajikan padatabel-tabel berikut.
57
Tabel 18. Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika
di Kabupaten Majene tahun 2007No. Jenis Kejahatan Keterangan1.2.3.4.5.6.
EkstasiShabu-shabuPutawGanjaNipamHeroin
1.744 + ¾ butir381 bungkus + 310,3 gram43 bungkus179 bungkus + 02 gram + 47 biji300 butir-Data gangguan Kantibmas 3 tahun terakhir Ditserse Majene
Tabel 19. Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika
di Kabupaten Majene tahun 2008No. Jenis Kejahatan Keterangan1.2.3.4.5.6.
EkstasiShabu-shabuPutawGanjaNipamHeroin
1.296 + ½ butir41 paket + 29,367 gram243 paket + 9,4026 gram108 paket + 427,064 gramNihil1 paketData gangguan Kantibmas 3 tahun terakhir Ditserse Majene
58
Tabel 20. Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika
di Kabupaten Majene Tahun 2009No. Jenis Kejahatan Keterangan1.2.3.4.5.6.
EkstasiShabu-shabuPutawGanjaNipamHeroin








Untuk meminimalisir faktor utama yang menghambat ataumempengaruhi efektivitas penegakan sanksi hukum pidana terhadap pelakukejahatan penyalahgunaan narkotika di Majene, maka diharapkan kepada:1. Pihak pemerintah agar betul-betul punya komitmen dan kemauan yangtinggi dalam menangani masalah yang banyak mengorbankan generasimudah ini, hal mana harus dilakukan dengan menyiapkan fasilitas yangmemadai terutama dalam mengungkap sindikat-sindikat narkotika yangselama ini sangat susah dideteksi.2. Agar semua elemen yang ada, terutama dari Lembaga SwadayaMasyarakat (LSM), secara bersama-sama membantu pemerintah dalammemberantas masalah penyalahgunaan narkotika tersebut, janganhanya pandai menyalahkan langkah yang ditempuh pemerintah tetapitidak bisa memberikan solusi secara konkrit.
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